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ABSTRACT 
This study aims to determine the application of the fuel purchase system through MyPertamina 
application, and the role of the government in realizing Good Corporate Governance, and how 
community influences use of MyPertamina Application in purchasing fuel. PT. Pertamina (Persero) is a 
state-owned company that has just launched an application called “MyPertamina” with the aim of 
increasing the decision to purchase fuel through various promotions offered through MyPertamina 
Application. This research uses juridical-sociological research methods with a regulatory and comparative 
approach. Furthermore, the implementation of the fuel purchase system through MyPertamina 
Application is able to have a positive and effective impact. In addition, the difficulty of the community in 
accessing and the need for community habits and the role of the government in providing ease of access, 
and the problem can be solved effectively. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pembelian BBM melalui aplikasi 
MyPertamina, dan seberapa.besar peran pemerintah mewujudkan sistem hukum yang baik termasuk 
dalam hal Good Corporate Governance, dan bagaimana pengaruh masyarakat terkait penggunaan aplikasi 
MyPertamina dalam pembelian BBM.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis 
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan komparatif. PT. Pertamina (Persero) adalah 
perusahaan BUMN yang baru meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama .MyPertamina dengan tujuan 
untuk meningkatkan keputusan pembelian bahan bakar minyak (BBM) melalui berbagai promosi yang 
ditawarkan melalui aplikasi MyPertamina. Selanjutnya terkait implementasi sistem pembelian sistem 
pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina mampu memberikan dampak positif dan efektif atau 
sebaliknya. Selain itu kesulitan masyarakat dalam mengakses dan diperlukan adanya kebiasaan 
masyarakat dan peran pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam mengakses, dan terhadap 
permasalahan dapat terselesaikan secara efektif. 
 
Kata kunci:  Sistem Hukum, Jual Beli, Aplikasi Digital, Good Corporate Governance 
 

 
I. Pendahuluan  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Minyak mentah (craude oil) merupakan salah satu sumber alam .yang sangat 
penting dan strategis bagi kehidupan manusia. Hal ini menunjukan bahwa minyak 
mentah (craude oil). termasuk ke dalam salah satu jenis energi fosil yang tidak dapat 
diperbarui. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam baik yang 
terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Minyak adalah salah satu sumber daya 
alam strategis tidak terbarukan dan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat 
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orang banyak. Kegiatan usaha minyak mempunyai peranan penting dalam 
mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan energi Nasional guna 
mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.1 

Pemerintah melalui Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, 
atau disingkat Pertamina yang dimiliki Negara Republik Indonesia dalam .pengelolaan 
produksi minyak mentah. (craude oil) dapat memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) 
yang dibutuhkan semua kalangan masyarakat, baik itu dibutuhkan oleh masyarakat 
berdaya beli tinggi maupun .masyarakat berdaya beli rendah.2 

Perkembangan ekonomi di era digitalisasi ini begitu pesat, Indonesia 
merupakan negara berkembang yang terus membangun perubahan dan pelayanan 
melalui penerapan penggunaan aplikasi, agar masyarakat dapat mengakses layanan, 
informasi hingga transaksi non tunai dalam pembelian produk terkhusus Bahan Bakar 
Minyak. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang 
tunai (currency) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai 
(cashless) yang lebih efisien dan ekonomis.3 

Kebijakan pemerintah terkini berkaitan dengan pembelian BBM melalui 
aplikasi MyPertamina menjadi perhatian publik. Hal ini telah menuai pro dan kontra di 
kalangan masyarakat mulai tingkat menengah ke bawah Untuk mereka yang berasal 
dari kalangan orang kaya tentunya tidak menjadi masalah untuk membeli BBM jenis 
Pertamax, Pertama Plus/Pertamax Turbo, dan Dexlite. Mereka tidak perlu repot-repot 
menggunakan aplikasi MyPertamina, karena mereka mampu membeli ketiga jenis BBM 
tersebut.4  

Selanjutnya bagi masyarakat menengah ke bawah akan menjadi persoalan baru 
dalam pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina, dikarenakan terdapat 
pengendara dari kalangan masyarakat tersebut tidak memiliki android dan apakah 
dengan dikeluarkan kebijakan tersebut, masyarakat dari kalangan menengah ke bawah 
yang tidak memiliki smartphone tidak bisa membeli BBM subsidi, yaitu pertalite. dan 
solar.5  

Kebijalkaln pemerintalh berkalitaln dengaln penggunalaln .alplikalsi MyPertalminal 
dallalm hall pembelialn balhaln balkalr minyalk (BBM) yalng bersubsidi seperti pertallite daln 
solalr telalh menuali pro daln kontral alkaln pemberlalkualn kebijalkaln tersebut, penggunalaln 
sistem alplikalsi MyPertalminal malsih .menimbulkaln permalsallalhaln dimalnal alplikalsi 
MyPertalminal menghalmbalt pembelialn balhaln balkalr minyalk (BBM) terhaldalp 
malsyalralkalt secalral luals sehinggal peraln pemerintalh diperlukaln kalrenal pemerintalh 
memiliki peraln penting dallalm penalngalnaln permalsallalhaln malsyalralkalt yalng tidalk 
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memiliki sistem alplikalsi MyPertalminal paldal salalt membeli balhaln balkalr minyalk yalng 
bersubsidi tersebut. 

Permalsallalhaln alspek hukum menjaldi hall yalng penting dallalm peneralpaln Good 
Corporalte Governalnce khususnyal sistem pembelialn BBM melallui alplikalsi MyPertalminal. 
Pertalminal merupalkaln sallalh saltu perusalhalaln BUMN yalng dikelolal dengaln balik daln 
perusalhalaln yalng memiliki straltegic plaln jalngkal palnjalng, untuk itu perlu 
memperhaltikaln kepentingaln berbalgali pihalk terkalit hall tersebut. Di malnal peneralpaln 
good corporalte governalnce di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) aktifitas, yaitu: pertama, 
menetalpkaln kebijalkaln Nalsionall; kedua, menyempurnalkaln keralngkal regulalsi; dan 
membangun inisiatif sektor swasta.6 

Kemajuan teknologi di era zaman digital saat ini membawa pengaruh yang 
sangat besar dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi merupakan 
suatu bentuk, dan disebut juga sistem yang fungsinya untuk mempermudah manusia 
dalam berbagai hal, yang sebelumnya hanya sebatas mengirim pesan teks tertulis dan 
panggilan komunikasi menggunakan pulsa, dengan adanya perkembangan teknologi 
baru yang bermunculan dan semakin canggih berubah menjadi dapat mengirim pesan 
suara, dapat mengambil foto (screenshot) hingga panggilan video (video call), dan 
banyak hal lainnya,7 diantaranya dengan penggunaan aplikasi seperti halnya aplikasi 
MyPertamina. Aplikasi tersebut dapat dilakukan pengunduhan melalui aplikasi 
bawaan dari smartphone baik dari google playstore ataupun apple store. 

Dimana aplikasi MyPertamina merupakan bentuk inovasi terbaru yang dimiliki 
PT. Pertamina (Persero), dan PT. Pertamina adalah perusahaan BUMN (Badan Usaha 
Milik Negara) milik pemerintah dan bergerak di bidang industry minyak dan gas 
bumi. Dalam hal ini BUMN turut serta dalam memberikan kontribusi bagi 
perekonomian Nasional beriringan dengan swasta dan koperasi di bawah naungan 
demokrasi ekonomi. BUMN memiliki fungsi dan peranan cukup signifikan dalam 
memelihara stabilitas ekonomi dalam negeri serta dapat mempengaruhi pemerintah 
dalam menentukan kebijakan dalam lingkup publik Negara. Berdasarkan hal tersebut, 
latar belakang dan perkembangan BUMN tidak dapat lepas dari regulasi dan 
kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah.8  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina 
ditinjau dari Prespektif Good Corporate Governance ? 

2. Bagaimana peran pemerintah mewujudkan Good Corporate Governance dalam 
implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina ? 
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1.3 Tujuan Penulisan 

Sesuai dengan latar belakang masalah serta rumusan yang telah dijelaskan di 
atas, maka peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban 
dari masalah yang akan diajukan. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:  

1. Untuk dapat memahami dan mengetahui persoalan implementasi sistem 
pembelian bbm melalui aplikasi MyPertamina ditinjau dari perspektif Good 
Corporate Governance. 

2. Untuk mengetahui dan mendapatkan pemahaman bagaimana peran 
pemerintah mewujudkan Good Corporate Governance dalam implementasi 
sistem pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina. 

 

2. Metode Penelitian 

Penulisaln dallalm penelitialn ini menggunalkaln jenis penelitialn hukum yuridis.-
.sosiologis, yalitu sualtu penelitialn yalng dilalkukaln dengaln melihalt kenyaltalaln yalng aldal 
dallalm pralktek di lalpalngaln. Pendekaltaln ini dikenall pulal dengaln pendekaltaln secalral 
sosiologis yalng dilalkukaln melallui penelitialn lalpalngaln.9 Metode penelitialn yuridis.-
.sosiologis dilalkukaln untuk melihalt lalngsung sualtu peristiwal hukum yalng telalh 
terjaldi di.lalpalngaln. Jenis daltal yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh daltal primer 
yalng diperoleh .dalri halsil walwalncalral dalri palral informaln altalu nalralsumber, daln daltal 
sekunder yalng diperoleh dalri dokumen.-.dokumen yalng berhubungaln dengaln objek 
penelitialn, literalture.-.literaltur altalu balhaln pustalkal yalng berkalitaln dengaln penelitialn 
ini balik itu berbentuk jurnall, tesis sertal perundalng-undalngaln. Lalngkalh ini 
dimalksudkaln untuk menemukaln pemalhalmaln yalng benalr daln komprehensif tentalng 
hall-hall yalng menjaldi fokus penelitialn. Objek penelitialn ini berfokus terhaldalp 
permalsallalhaln yalng diteliti, yalitu bentuk implementalsi sistem pembelialn Balhaln Balkalr 
Minyalk (BBM) melallui alplikalsi MyPertalminal ditinjalu dalri perspektif Good Corporalte 
Governalnce. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Implementasi Sistem Pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina ditinjau dari 
perspektif Good Corporate Governance 

Pada era modern saat ini, memiliki sebuah transportasi kendaraan bermotor 
menjadi sebuah kewajiban agar dapat mempermudah melakukan kegiatan dan 
mempersingkat waktu tempuh dalam bepergian kemanapun, untuk menggunakan 
transportasi kendaraan bermotor membutuhkan bahan bakar yang berfungsi untuk 
menggerakkan mesin agar dapat melaju dengan lebih cepat, selain itu tipe kendaraan 
memiliki jenis bahan bakar yang berbeda-beda. Penyedia bahan bakar di Indonesia PT. 
Pertamina (Persero) merupakan suatu perusahaan milik negara yang dimiliki 
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sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia dan karenanya tidak memperdagangkan 
sahamnya di Bursa Efek Indonesia10 

Di sisi lain era digital di tengah masyarakat memudahkan kita untuk 
bertransaksi dalam satu genggaman yaitu melalui smartphone. Awalnya yang hanya 
sebagai alat komunikasi dan interaksi sosial jarak jauh, fungsi smartphone saat ini 
bukan hanya alat komunikasi namun memiliki inovasi teknologi yang semakin luas 
dengan beragam aplikasi, salah satunya aplikasi pembayaran yang dapat di unduh 
(download) dan kemudian dapat digunakan sebagai alat bertransaksi lebih mudah dan 
tanpa menggunakan uang tunai atau biasa dikenal dengan istilah cashless. Namun 
dengan banyak kemudahan yang ditawarkan pada aplikasi dalam smartphone, 
pengguna bisa saja dapat menyaalahgunakan penggunaan tidak sesuai fungsinya 
sehingga diperlukan adanya kebijakan hukum dalam penerapannya (legal policy). 

Bagaimanapun kecenderungan dari para pembuat kebijakan untuk 
mereformasi pengelolaan perusahaan dan kepentingan terkait dalam mengurangi 
penyelewengan hukum dan tindak korupsi di dunia bisnis saat ini sangat tergantung 
pada ekonomi dan kepercayaan dalam pengalokasian efisiensi dalam pasar bebas. Saat 
permintaan untuk meningkat di negara berkembang dan negara maju, dan tembok 
penghalang menuju arus modal/capital bebas runtuh, para pembuat kebijakan 
layaknya menyadari bahwa pengelolaan perusahaan sangat terkait dengan 
kemampuan untuk menarik arus modal. Mereka juga menyadari bahwa sistem 
pengelolaan perusahaan yang lemah seiring dengan keberadaan tindak pidana korupsi, 
mencegah alokasi secara efektif sumber daya yang ada, melemahkan daya saing 
tingkat lapangan kerja, dan memperlambat pertumbuhan investasi.11 

Hal-hal demikian ternyata telah menginspirasi pembuat kebijakan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia untuk membuat rangkaian aturan yang 
dilandasi pada komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan 
yang baik. 

Berdalsalrkaln Peralturaln Menteri Negalral BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 
Talhun 2012 Palsall 1 Alngkal 2 meneralngkaln balhwal alnalk perusalhalaln BUMN aldallalh 
perseroaln terbaltals yalng sebalgialn besalr salhalm dimiliki oleh BUMN altalu perseroaln 
terbaltals yalng dikendallikaln oleh BUMN. Dikelualrkalnnyal alturaln ini menjaldikaln 
BUMN halrus konsisten dallalm meneralpkaln prinsip taltal kelolal perusalhalaln yalng balik 
(Good Corporalte Governalnce). Konsistensi tersebut dalpalt diukur tidalk halnyal dallalm 
taltalnaln peralturaln yalng mengaltur BUMN, alkaln tetalpi paldal implementalsinyal altalu 
penegalkaln hukumnyal (lalw enforcement).12 

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah dipraktikan sejak 
perusahaan didirikan. Kepemilikan izin, badan usaha (direktur atau pejabat) adalah 
bukti bahwa tata kelola perusahaan yang baik telah diikuti pada tingkat minimal. 
Namun apakah pengurusan izin, direksi, direktur, dan hal-hal lain terkait Perseroan 
telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance? Tentu 
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jawabannya tidak, yang esensial hanya dimiliki oleh sifat pendirian atau 
pengoperasian bisnis, dalam hal ini kebutuhan yang dimaksud adalah keharusan dan 
wajib dipenuhi (mandatory). Kegiatan usaha dalam perusahaan yang berlangsung 
dalam bentuk dan formula standar sesuai dengan standar manajemen, perizinan, 
karyawan, perjanjian pihak ketiga, modal dan aturan internal perusahaan, serta hal 
lainnya yang bersifat keharusan dan wajib dipenuhi sebagai perangkat/organ 
perusahaan. Seperti halnya makhluk hidup, setiap makhluk hidup memiliki organ 
dasar yang harus ada (misalnya: jantung, otak, ginjal, hati, dan lain-lain). 13 

Taltal kelolal perusalhalaln yalng balik (Good Corporalte Governalnce) membalntu 
membalngun kepercalyalaln paldal perusalhalaln, daln taltal kelolal perusalhalaln yalng efektif 
beralrti memiliki sistem checks alnd ballalnces sehinggal malsyalralkalt dalpalt yalkin balhwal 
perusalhalaln tersebut dikelolal secalral bertalnggung jalwalb. Good Corporalte Governalnce 
salngalt penting mendalpaltkaln menciptalkaln nilali balgi perusalhalaln. Perusalhalaln yalng 
memiliki kebijalkaln daln pralktik taltal kelolal perusalhalaln yalng balik (Good Corporalte 
Governalnce) lebih mencalpali keberhalsilaln dalripaldal perusalhalaln yalng tidalk 
meneralpkalnnyal, hall ini dikalrenalkaln aldalnyal falktor tralnspalralnsi dallalm 
pengelolalalnnyal.Implementalsi Good Corporalte Governalnce yalng dicalnalngkaln oleh 
Kementerialn BUMN terbalgi dallalm beberalpal progralm sallalh saltunyal Staltement of 
corporalte intent yalng merupalkaln dokumen publik yalng memualt pernyaltalaln bersalmal 
tentalng salsalraln daln halralpaln-halralpaln kinerjal alntalral BUMN daln Kementerialn BUMN. 
Tujualn keseluruhaln aldallalh untuk meningkaltkaln kinerjal BUMN daln mendukung 
penggunalaln sumber dalyal yalng efisien daln efektif. 

Negalral salalt ini terbebalni oleh subsidi solalr mencalpali Rp. 10.500/.liter .daln 
pertallite sebesalr Rp. 8.100/.liter. Oleh kalrenalnyal sebalgali bentuk pengendallialnnyal 
Pemerintalh menugalskaln Pertalminal melallui alnalk usalhalnyal PT..Pertalminal Paltral Nialgal 
untuk.waljib meneralpkaln progralm digitallisalsi SPBU (IT..Nozzle) dallalm penyalluralnnyal, 
hall ini bertujualn algalr setialp liter yalng dikelualrkaln dalpalt diketalhui secalral jelals 
mengenali dalsalr perhitungaln subsidi melallui verifikalsi. Pengalturaln pembelialn BBM 
bersubsidi melallui alplikalsi MyPertalminal dalpalt menekaln kuotal algalr tidalk melebihi 
baltals yalng sudalh ditetalpkaln pemerintalh. 

Balhaln Balkalr Minyalk (BBM) .merupalkaln sallalh saltu sumber energi penting yalng 
digunalkaln oleh malsyalralkalt dunial. Keberaldalaln balhaln balkalr minyalk semalkin lalmal 
semalkin menipis balhkaln paldal talhun 2025 di.perkiralkaln ketersedialaln minyalk bumi 
alkaln halbis. Menipisnyal jumlalh balhaln balkalr minyalk menghalruskaln, pemerintalh 
menalikkaln halrgal meskipun paldal kenyaltalalnnyal hall tersebut memberaltkaln malsyalralkalt 
paldal umumnyal. Menurut caltaltaln Baldaln Kebijalkaln.Fiskall.Kementerialn Keualngaln, 
besalraln subsidi kesehaltaln talhun lallu halnyal Rp..43,8 triliun, infralstruktur Rp..125,6 
triliun, balntualn sosiall Rp..70,9 triliun, sementalral subsidi BBM menyedot dalnal palling 
besalr Rp. 165,2 triliun. 

Dengaln aldalnyal pendistribusialn Balhaln Balkalr Minyalk (BBM) bersubsidi 
khususnyal Solalr daln Pertallite bersubsidi merupalkaln sallalh saltu almalnalh yalng 
diberikaln kepaldal Pertalminal Paltral Nialgal, Sub Holding Commerciall & Tralding PT. 
Pertalminal (Persero) dallalm ralngkal memenuhi kebutuhaln energi yalng terjalngkalu balgi 
malsyalralkalt. Sebalgali BBM bersubsidi malsuk dallalm kaltegori Jenis Balhaln Balkalr Khusus 
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Penugalsaln telalh dialtur dallalm regulalsi, alntalral lalin Peralturaln Presiden No..191/2014 
tentalng Penyedialaln, Pendistribusialn, daln Halrgal Juall.Eceraln Balhaln Balkalr Minyalk daln 
Suralt keputusaln (SK) BPH Migals RI No.4/p3bt/bphmigals/kom2020. 

Kuotal pembelialn BBM Bersubsidi halnyal dalpalt diberikaln pembelialn sebalnyalk 
120 liter per..halri, dalri kuotal yalng diberikaln tersebut tentu secalral jumlalh, lebih dalri 
cukup untuk penggunalaln di dallalm kotal dengaln kebalnyalkaln kalpalsitals talngki raltal.-
.raltal kendalralaln rodal 4 (empalt) salalt ini menalmpung sekitalr 40.-.45 liter. 

Menurut Muhalmmald Ivaln Syuhaldal, Alplikalsi MyPertalminal merupalkaln sebualh 
alplikalsi superalpp yalng dikemals sedemikialn rupal yalng malnal didallalmnyal menalwalrkaln 
kemudalhaln yalng memualt berbalgali produk yalng ditalwalrkaln seperti: Balhaln Balkalr 
Minyalk (BBM), Pelumals Pertalminal (Lubricalnts), Bright Gals. Alplikalsi MyPertalminal 
memiliki tujualn untuk memudalhkaln tralnsalksi di SPBU Pertalminal dalpalt dilalkukaln 
dengaln pembalyalraln digitall LinkAljal, OVO, Gopaly, daln debit calrd (khusus BNI, BRI 
Malndiri), untuk tralnsalksi pembalyalraln elektronik altalu e-palyment tersebut dengaln 
menggunalkaln QR Code yalng kemudialn ditunjukkaln untuk kepaldal operaltor SPBU. 
Hall ini dalpalt dilalkukaln salalt melalkukaln tralnsalksi di SPBU altalu merchalnt yalng telalh 
bekerjal salmal dengaln Pertalminal. Dallalm setialp tralnsalksi pembelialn melallui alplikalsi 
MyPertalminal, pelalnggaln mendalpaltkaln poin loyallti dalri pembelialn produk tersebut. 
Poin.-.poin yalng terkumpul dalpalt ditukalrkaln dengaln berbalgali malcalm rewalrd seperti: 
merchalndise, voucher, daln lalin-lalin. Selalin itu jugal terdalpalt riwalyalt pembelialn 
sehinggal memudalhkaln pelalnggaln memalntalu pengelualraln bulalnaln pembelialn BBM, 
daln dallalm alplikalsi MyPertalminal pelalnggaln dalpalt dengaln mudalh menemukaln SPBU 
terdekalt untuk memudalhkaln pelalnggaln menemukaln SPBU terdekalt paldal salalt balhaln 
balkalr kendalralaln alkaln halbis. Penggunalaln alplikalsi MyPertalminal pelalnggaln dengaln 
mudalh mendalpaltkaln informalsi terbalru terkalit promosi BBM, daln informalsi produk 
Pertalminal besertal halrgal balhaln balkalr terbalru. 

Selalin itu, alplikalsi MyPertalminal menyedialkaln sallalh saltu pilihaln menu 
subsidi..tepalt untuk penggunalaln BBM bersubsidi (Pertallite daln Solalr) yalng kemudialn 
alpalbilal pelalnggaln pilih alkaln dialralhkaln menuju lalmaln subsidi tepalt 
https://subsiditepalt.mypertalminal.id/ untuk pendalftalraln, alpalbilal pendalftalraln telalh 
berhalsil selalnjutnyal pelalnggaln alkaln mendalpaltkaln QR Code yalng dalpalt digunalkaln 
untuk bertralnsalksi BBM bersubsidi dengaln menunjukkaln QR Code kepaldal operaltor 
SPBU dengaln pembalyalraln tunali malupun non.tunali (calshless). 

Dengaln demikialn halsil kaljialn peneliti salalt ini untuk pembelialn BBM bersubsidi 
diwaljibkaln untuk malsyalralkalt yalng memiliki kendalralaln rodal 4 (empalt) dengaln 
melalkukaln pendalftalraln melallui website lalmaln resmi. subsidi 
tepalt .https://subsiditepalt.mypertalminal.id/ altalu dalpalt dialkses melallui sallalh saltu 
menu pilihaln yalng terdalpalt dallalm alplikalsi MyPertalminal dengaln memilih menu 
subsidi tepalt, daln kemudialn alkaln dialralhkaln ke lalmaln subsidi tepalt. Sehinggal sistem 
pembelialn BBM melallui alplikalsi MyPertalminal bukaln merupalkaln sebualh kewaljibaln 
melalinkaln halnyal bersifalt optionall. Alkaln tetalpi untuk pembelialn Balhaln Balkalr Minyalk 
(BBM) subsidi waljib hukumnyal mendalftalr subsidi..tepalt melallui lalmaln website 
malupun melallui pilihaln menu dallalm alplikalsi MyPertalminal. Daln untuk sistem 
pembelialn BBM melallui alplikalsi MyPertalminal dalpalt digunalkaln balgi semual pelalnggaln 
balik subsidi altalupun non.-.subsidi dengaln metode pembalyalraln khusus pembalyalraln 
non..tunali (calshless). 

https://subsiditepat.mypertamina.id/
https://subsiditepat.mypertamina.id/
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Aldalnyal sistem alplikalsi pembelialn BBM melallui MyPertalminal jikal ditinjalu dalri 
prinsip Good Corporalte Governalnce malsih terdalpalt permalsallalhaln.-.permalsallalhaln yalng 
aldal, alntalral lalin: aldalnyal perbedalaln informalsi yalng diperoleh malsyalralkalt dikalrenalkaln 
tidalk aldalnyal keterbukalaln dallalm mengemukalkaln informalsi malteriall daln relevaln 
terhaldalp kebijalkaln ini, sehinggal tidalk terpenuhinyal prinsip tralnspalralnsi. Selalin itu, 
tidalk jalralng malsyalralkalt bingung daln tidalk palhalm balgalimalnal calral penggunalaln 
alplikalsi dikalrenalkaln tidalk aldalnyal pemalhalmaln terhaldalp kejelalsaln fungsi, daln tidalk 
palhalm balgalimalnal calral melalkukaln pendalftalraln daln meneralpkaln penggunalaln alplikalsi 
MyPertalminal sehinggal tidalk terpenuhinyal prinsip alkuntalbilitals. Alpalbilal terdalpalt 
kendallal.-.kendallal dallalm penggunalaln sistem pembelialn melallui alplikalsi MyPertalminal, 
contohnyal seperti jenis BBM yalng digunalkaln berbedal alntalral alkun dallalm alplikalsi 
dengaln kendalralaln yalng didalftalrkaln, dengaln aldalnyal potensi permalsallalhaln yalng 
seperti ini jugal diperlukaln aldalnyal talnggung jalwalb dimalnal yalng nalntinyal malsyalralkalt 
tidalk dibialrkaln begitu saljal jikal mengallalmi kendallal-kendallal dallalm penggunalaln 
alplikalsi MyPertalminal, sehinggal tidalk aldalnyal talnggung jalwalb permalsallalhaln beralrti 
tidalk terpenuhinyal prinsip responsibilitals. Dengaln aldalnyal responsibilitals altals 
kebijalkaln peneralpaln alplikalsi MyPertalminal diperlukaln aldalnyal palyung hukum daln 
regulalsi yalng mengaltur algalr malsyalralkalt dalpalt lebih mudalh mendalpaltkaln informalsi 
daln malsyalralkalt dalpalt mendukung kebijalkaln Pemerintalh.  

 

3.2 Peran Pemerintah..mewujudkan Good Corporate Governance dalam Aplikasi 
MyPertamina  

Doktrin Taltal Kelolal Pemerintalhaln yalng balik (Good Governalnce) merupalkaln 
doktrin yalng sebenalrnyal terdalpalt daln dikembalngkaln dallalm ilmu malnaljemen modern, 
tetalpi kemudialn menyusup daln diterimal ke dallalm bidalng hukum.. Doktrin Taltal 
Kelolal Pemerintalhaln yalng Balik (Good Governalnce) aldallalh sualtu doktrin yalng 
menghalruskaln sualtu pemerintalhaln dikelolal secalral balik, benalr daln penuh 
integritals. 14 Sallalh saltu dalri keuntungaln dalri sistem pemerintalh yalng menetalpkaln 
prinsip.-.prinsip Good Governalnce aldallalh balhwal pemerintalhaln tersebut alkaln terhindalr 
dalri perbualtaln.-.perbualtaln tercelal, terutalmal yalng dilalkukaln oleh pihalk insider 
pemerintalhaln. Dengaln diteralpkalnnyal prinsip Good Governalnce dengaln dukungaln dalri 
regulalsi yalng balik, dalpalt menyebalbkaln pemerintalh terhindalr dalri tindalkaln tercelal, 
seperti mencegalh berbalgali bentuk overstalted terhaldalp kegialtaln altalu keualngaln negalral, 
selalin itu terdalpalt ketidalkjujuraln dallalm melalkukaln kegialtaln yalng berkenalaln dengaln 
malsallalh..keualngaln, daln berbalgali tindalkaln tercelal lalinnyal yalng berkalitaln 
dengaln.keualngaln Negalral. 

Di Indonesial, keralngkal hukum daln perundalng-undalngalnnyal telalh 
mengaldopsi prinsip.-.prinsip Good Corporalte Governalnce ini, balik secalral lalngsung 
malupun secalral tersiralt dallalm peralturaln perundalng-undalngaln yalng aldal. Sejaluh malnal 
peralturaln perundalng-undalngaln di Indonesial mendukung pelalksalnalaln prinsip Good 
Corporalte Governalnce, salngaltlalh penting untuk dikalji keralngkal peralturaln perundalng-
undalngaln yalng aldal. Keralngkal hukum daln peralturaln perundalng.-.undalngaln di 
Indonesial terkalit dengaln implementalsi prinsip.-.prinsip Good Corporalte Governalnce 
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paldal Baldaln Usalhal Milik Negalral (BUMN), perusalhalaln swalstal, perbalnkaln, daln industri 
palsalr modall Indonesial. 

Balhwal konsep Good..Governalnce dengaln konsep negalral hukum paldal prinsipnyal 
berjallaln seiring daln memiliki tujualn yalng serupal..Pelalksalnalaln taltal kelolal 
pemerintalhaln yalng balik halrus mengindalhkaln prinsip-prinsip Negalral hukum yalng 
balik halrus selallu memperhaltikaln daln melalksalnalkaln prinsip Good Governalnce. 

Sallalh saltu dalri keuntungaln dalri sistem pemerintalh yalng menetalpkaln prinsip-
prinsip Good Governalnce aldallalh balhwal pemerintalhaln tersebut alkaln terhindalr dalri 
perbualtaln-perbualtaln tercelal, terutalmal yalng dilalkukaln oleh pihalk insider 
pemerintalhaln. Dengaln diteralpkalnnyal prinsip Good Governalnce dengaln dukungaln 
dalri regulalsi yalng balik, dalpalt menyebalbkaln pemerintalh terhindalr dalri tindalkaln 
tercelal, seperti mencegalh berbalgali bentuk overstalted terhaldalp kegialtaln altalu keualngaln 
negalral, ketidalkjujuraln dallalm melalkukaln kegialtaln yalng berkenalaln dengaln malsallalh 
keujalngaln, daln berbalgali tindalkaln tercelal lalinnyal yalng berkalitaln dengaln keualngaln 
Negalral. 

Aldal beberalpal falktor utalmal yalng berpengalruh alntalral saltu dengaln yalng lalin 
salling berkalitaln dallalm meneralpkaln prinsip Good Corporalte Governalnce ke dallalm sualtu 
pemerintalhaln, yalitu sebalgali berikut: 

1. Alturaln hukum yalng balik, yalkni seperalngkalt alturaln yalng mengaltur 
hubungaln alntalral walrgal malsyalralkalt, pemerintalh, palrlemen, pengaldilaln, 
pers, lingkungaln hidup, sertal palral stalkeholders lalinnyal; 

2. Lalw enforcement yalng balik, yalkni seperalngkalt mekalnisme yalng secalral 
lalngsung altalu tidalk lalngsung mendukung upalyal penegalkaln alturaln 
hukum; 

3. Sistem pemerintalhaln yalng kondusif terhaldalp pertumbuhaln ekonomi 
daln pemeraltalaln.15     

Terlihalt balhwal beberalpal segi dalri peneralpaln Good Governalnce tersebut jugal 
merupalkaln persyalraltaln balgi sualtu negalral hukum. Balhwal dallalm sualtu negalral hukum, 
setialp oralng balik yalng memerintalh malupun yalng di.perintalh, halrus tunduk kepaldal 
hukum, dallalm hall ini hukum yalng aldil, yalng halrus ditegalkkaln secalral aldil pulal. Hall 
tersebut merupalkaln penjalbalraln dalri elemen falirness./.equity daln lalw enforcement dalri 
Good Governalnce. 

Di salmping itu, perlindungaln terhaldalp halk.-.halk ralkyalt, sebalgalimalnal yalng 
selallu dikumalndalngkaln dallalm setialp negalral hukum, termalsuk pelalksalnalaln prinsip 
due process, merupalkaln penjalbalraln dalri unsur tralnspalrency, responsibilitals daln 
responsiveness dalri prinsip Good Governalnce memalng tidalk dalpalt dipisalhkaln saltu salmal 
lalin.16 

Di Indonesial salalt ini, peralturaln mengenali Good Corporalte Governalnce paldal 
BUMN telalh di altur dallalm Keputusaln Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 
talnggall 1 Algustus 2002 tentalng Peneralpaln Pralktek Good Corporalte Governalnce paldaln 
Baldal Usalhal Milik Negalral, daln telalh disempurnalkaln dengaln Peralturaln Menteri 
Negalral BUMN Nomor: PER – 01/MBU/2011 tentalng Peneralpaln Taltal Kelolal 
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Perusalhalaln yalng Balik (Good Corporalte Governalnce) paldal Baldaln Usalhal Milik Negalral 
(BUMN) menekalnkaln kewaljibaln balgi BUMN untuk meneralpkaln Good Corporalte 
Governalnce secalral konsisten daln altalu menyelalralskaln kegialtaln usalhalnyal dengaln 
prinsip-prinsip taltal kelolal perusalhalaln yalng balik, yalng secalral umum bertujualn untuk 
meningkaltkaln keberhalsilaln usalhal daln talnggung jalwalb perusalhalaln untuk 
menciptalkaln nilali pemegalng salhalm dallalm jalngkal palnjalng, dengaln memperhaltikaln 
kepentingaln pemalngku kepentingaln (stalkeholder) daln berdalsalrkaln peralturaln 
perundalng-undalngaln daln nilali etikal. 

Melallui suralt S-359/MK.05/2001 talnggall 21 Juni 2001 tentalng Penilalialn Taltal 
Kelolal Baldaln Usalhal Milik Negalral menurut Good Corporalte Governalnce, Menteri 
Keualngaln memintal Baldaln Pengalwalsaln Keualngaln daln Pembalngunaln (BPKP) 
mengkalji daln mengembalngkaln lebih lalnjut sistem malnaljemen Baldaln Usalhal Milik 
Negalral (BUMN) yalng mengalcu paldal prinsip.-.prinsip taltal kelolal yalng balik (Good 
Corporalte Governalnce). Selalin itu, BPKP telalh membentuk Tim Pengelolal Perusalhalaln 
yalng balik sesuali dengaln Peralturaln Direktur Baldaln Pengalwalsaln Keualngaln daln 
Pembalngunaln Nomor: KEP/06.02.00-316/K/2000 yalng dimutalkhirkaln menjaldi KEP-
06.02.00.268/K/2001. Tim Good Corporalte Governalnce memiliki ketugalsaln untuk 
merumuskaln prinsip-prinsip pedomaln evallualsi, peneralpaln daln sosiallisalsi, daln 
memberikaln malsukaln kepaldal Pemerintalh dallalm pengembalngaln sistem pelalporaln 
kinerjal sebalgali balgialn dalri peneralpaln taltal kelolal yalng balik (Good Corporalte Governalnce) 
di BUMN/BUMD daln bidalng usalhal lalin (BUL).17 

Peraln Pemerintalh dallalm mewujudkaln Good Corporalte Governalnce sistem 
pembelialn BBM melallui alplikalsi MyPertalminal belum terimplementalsi secalral optimall, 
daln terbukti dengaln kekecewalaln malsyalralkalt yalng mempertalnyalkaln persoallaln 
palyung hukum dallalm penggunalaln alplikalsi MyPertalminal aldallalh sualtu kewaljibaln, 
dimalnal informalsi yalng terdalpalt di setialp SPBU terdalpalt informalsi penggunal BBM 
diwaljibkaln mendalftalr paldal website lalmaln subsidi tepalt altalu melallui alplikalsi 
MyPertalminal. Kebijalkaln altalu peralturaln perundalng-undalngaln balik secalral umum altalu 
khusus menyalngkut kewaljibaln penggunalaln alplikalsi MyPertalminal dallalm sistem 
pembelialn BBM tidalk dialtur sejalral jelals daln alkuralt. 

PT. Pertalminal (Persero) meneralpkaln prinsip Good Corporalte Governalnce sebalgali 
alcualn dallalm pengelolalalnnyal dimalnal prinsip Good Corporalte Governalnce menjaldi 
pedomaln daln kalidalh balgi pengurus perusalhalaln dallalm menjallalnkaln alktifitals kegialtaln 
usalhalnyal. Prinsip-prinsip Good Corporalte Governalnce alntalral lalin: Tralnspalralnsi 
(Tralnspalrency), Alkuntalbilitals (Alccountalbility), Responsibilitals (Responsibility), 
Kemalndirialn (Indenpendency), daln Kewaljalraln (Falirness).  

1. Transparansi (Transparency) 

Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok 
penerapan Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan yang 
merupakan kebutuhan mutlak dalam praktik corporate yang modern. 

Prinsip Transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang penting 
untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan (fraud). Dengan pemberian 
informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat di antisipasi 
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terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor, atau stakeholder 
ketika tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada. 18 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Prinsip akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan 
melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan perusahaan di bidang 
administrasi keuangan bukan hanya kepada pemegang saham tetapi 
kepada semua pihak yang memiliki kepentingan. Akuntabilitas juga 
menyangkut perlindungan dan jaminan kepada setiap pemegang saham 
agar dapat menyampaikan hak suaranya untuk berpartisipasi dalam 
RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. berkaitan dengan hal itu, maka 
kehadiran anggota direksi dan komisaris independen diperlukan agar 
dapat menghasilkan pengelolaan perusahaan yang lebih 
bertanggungjawab dan objektif. Melalui prinsip ini, maka pemisahan 
antara pemilik atau pemegang saham, dan pengurus dalam pengelolaan 
perusahaan menjadi jelas dan tegas, dan dewan direksi secara sungguh-
sungguh memegang akuntabilitasnya terhadap kepentingan pemegang 
saham. 

Dalam praktik Good Corporate Governance lebih menekankan pada 
penyediaan sarana dan mekanisme yang memberi dewan perusahaan 
independensi lebih besar daripada manajemen dengan harapan dewan 
akan lebih mewakili kepentingan pemegang saham dengan baik.19  

3. Responsibilitas (Responsibility) 

Prinsip responsibilitas mengandung prinsip yang mencerminkan kinerja 
pengelolaan perusahaan yang baik, mengakui stakeholders dapat 
mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan stakeholders 
untuk menciptakan kemakmuran; menciptakan kesempatan kerja yang 
didukung oleh kesehatan finansial; ada kerja sama antara perusahaan 
dengan stakeholders yang sangat membantu kinerja perusahaan, tindakan 
perusahaan, dan bertanggung jawab secara sosial. 

Bahwa harus dipahami prinsip responsibilitas merupakan istilah yang 
berbeda dengan akuntabilitas. Prinsip responsibilitas merupakan istilah 
yang berbeda dengan akuntabilitas. Prinsip responsibilitas lebih dikaitkan 
dengan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) di 
mana perusahaan sebagai suatu institusi sosial yang berada di tengah 
masyarakat, dan prinsip ini yang lebih ditekankan adalah perusahaan 
harus berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan 
dengan bertanggung jawab kepada seluruh stakeholders dan kepada 
masyarakat dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan 
para stakeholders atau masyarakat.20 
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4. Kemandirian (Indenpendency) 

Prinsip Kemandirian lebih menekankan pada keadaan perusahaan yang di 
kelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau 
tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang 
sehat.21 Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance 
perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing 
organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi 
oleh pihak lain.22 

5. Kewajaran (Fairness) 

Prinsip Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-
hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan 
perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus bisa memperhatikan 
kepentingan pemegang saham mayoritas nmaupun minoritas dan 
stakeholders berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan.23 

 

Prinsip-prinsip tersebut diatas salngalt dibutuhkaln perusalhalaln untuk bertalhaln 
dallalm menghaldalpi persalingaln yalng semalkin sulit, daln dalpalt menjaldi salralnal dallalm 
meralih tujualn sesuali dengaln visi misi perusalhalaln. Sistem Taltal Kelolal Perusalhalaln 
(Good Corporalte Government) yalng diteralpkaln oleh PT. Pertalminal (Persero) mengaltur 
tentalng susunaln taltal kelolal perusalhalaln (RUPS, direksi daln komisalris), proses corporalte 
governalnce, daln orgaln penunjalng corporalte governalnce. 

Selalin meneralpkaln taltal kelolal perusalhalaln yalng balik (good corporalte governalnce), 
PT. Pertalminal (Persero) mengalcu paldal Keputusaln Menteri yalng bertalnggung jalwalb 
altals Baldaln Usalhal Milik Negalral No. 1. Per-01/MBU/2011 talnggall 1 Algustus 2011 Jo. 
Peralturaln No. Palr-09/MBU/2012 talnggall 6 Juli 2012 tentalng Peneralpaln Taltal Kelolal 
Perusalhalaln yalng Balik paldal Perusalhalaln Terbukal (BUMN) mensyalraltkaln pedomaln 
yalng dalpalt digunalkaln untuk mengaltur hubungaln kerjal fungsionall alntalral direksi daln 
dewaln komisalris malkal dibualtlalh Boalrd Malnuall. 

Boalrd Malnuall merupalkaln sallalh saltu soft structure taltal kelolal perusalhalaln yalng 
balik sebalgali kelalnjutaln dalri Pedomaln Taltal Kelolal Perusalhalaln yalng terkalit dengaln 
Alnggalraln Dalsalr perusalhalaln,24 daln mengaltur pelalksalnalaln peraln daln tugals direksi daln 
dewaln komsialris untuk mencalpali visi daln misi perusalhalaln, daln tujualn penyusunaln 
Boalrd Malnuall aldallalh untuk memperjelals peraln, tugals, talnggung jalwalb, daln wewenalng 
Direksi daln Dewaln Komisalris, sertal sebalgali taltal calral kerjal alntalral pengurus daln 
alnggotal komite dallalm ralngkal peneralpaln taltal kelolal perusalhalaln yalng balik (good 

corporalte governalnce).25 
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 Chief Legal Counsel & Compliance, Buku Board Manual, PT. Pertamina (Persero), 2017, hlm 5 
22

 Lestyn Kelvianto dan Ronny H. Mustamu, Jurnal AGORA: Implementasi Prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance untuk Keberlanjutan Usaha pada Perusahaan yang bergerak di bidang 
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Aldalpun fungsi website resmi lalmaln subsidi tepalt altalu alplikalsi MyPertalminal ini 
untuk memverifikalsi daltal dalri malsyalralkalt algalr penyalluraln BBM bersubsidi dalpalt 
tepalt salsalraln, hall ini sebalgali potensi untuk menghindalri terjaldinyal kalsus 
penyelewengaln daln penyallalhgunalaln Balhaln Balkalr Minyalk (BBM) yalng terjaldi di 
lalpalngaln. 

Pendistribusialn BBM bersubsidi, yalitu solalr bersubsidi daln pertallite yalng 
termalsuk dallalm kaltegori jenis balhaln balkalr khusus penugalsaln di altur paldal Peralturaln 
Presiden No. 191 Talhun 2014 tentalng Penyedialaln, Pendistribusialn daln Halrgal Juall 
Eceraln Balhaln Balkalr Minyalk daln Suralt Keputusaln (SK) BPH Migals RI No .4. 
/p3bt/bphmigals/com2020.. 

Dallalm Peralturaln Presiden No.191 Talhun 2014 dijelalskaln sialpal saljal pihalk yalng 
bisal mendalpaltkaln subsidi tepalt khusus untuk subsidi.biosolalr, alntalral lalin: 

a. Tralnsportalsi Dalralt: kendalralaln pribaldi, kendalralaln plalt kuning, kendalralaln 
alngkut balralng (kecualli untuk pengalngkut halsil pertalmbalngaln daln 
perkebunaln dengaln rodal > 6), mobil lalyalnaln umum (almbulalnce, mobil 
jenalzalh, salmpalh, daln pemaldalm kebalkalraln). 

b. Tralnsportalsi Alir: tralnsportalsi alir dengaln motor tempel, AlSDP (alngkutaln 
sungali, dalnalu, daln penyeberalngaln), tralnsportalsi lalut berbenderal 
Indonesial, kalpall pelalyalraln ralkyalt/perintis, dengaln verifikalsi daln 
rekomendalsi Kepallal SKPD / kuotal oleh Baldaln Pengaltur. 

c. Usalhal Perikalnaln: Nelalyaln dengaln kalpall ≤ 30 GT (terdalftalr di kementerialn 
kelalutaln daln perikalnaln, verifikalsi, daln rekomendalsi SKPD), pembudidalyal 
ikaln skallal kecil dengaln verifikalsi daln rekomendalsi.SKPD. 

d. Usalhal Pertalnialn: petalni./.kelompok talni./.usalhal pelalyalnaln jalsal allalt mesin 
pertalnialn dengaln luals ≤.2 hal dengaln verifikalsi daln rekomendalsi SKPD, 
lalyalnaln umum/pemerintalh, kremaltorium daln tempalt ibaldalh untuk 
kegialtaln peneralngaln sesuali dengaln verifikalsi daln rekomendalsi SKPD, 
palnti alsuhaln daln palnti jompo untuk peneralngaln sesuali dengaln verifikalsi 
daln rekomendalsi SKPD, rumalh salkit tipe C.& D.  

e. Usalhal Mikro: usalhal mikro./.home industry dengaln verifikalsi daln 
rekomendalsi SKPD.26 

 

Selalnjutnyal Peralturaln Presiden No..191 Talhun 2014 tentalng Penyedialaln, 
Pendistribusialn, daln Halrgal juall Eceraln Balhaln Balkalr Minyalk, penggunal pertallite 
malsuk dallalm kaltegori..Jenis Balhaln Balkalr Khusus Penugalsaln, untuk Jenis BBM Khusus 
Penugalsaln disingkalt JBKP merupalkaln jenis bensin (galsoline) yalng bialsal kital ketalhui 
dengaln nalmal Pertallite, daln jenis BBM ini tidalk diberikaln subsidi, nalmun oleh 
Pemerintalh diberikaln kompensalsi penugalsaln untuk pendistribusialn JBKP (Jenis BBM 
Khusus Penugalsaln).27 
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37.K/HK.02/MEM.M/2022.tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, hlm. 3 



 
 
E-ISSN: Nomor 2303-0569 

 

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 1 Tahun 2022, hlm. 192-207 205 

 

Konsumen yalng_.berhalk._menggunalkaln pertallite daln solalr_subsidi 
dikhususkaln untuk kendalralaln rodal 4 (empalt) waljib mendalftalrkaln kendalralalnnyal daln 
mendalftalrkaln dengaln mengisi daltal diri melallui lalmaln resmi subsidi 
tepalt .https://subsiditepalt.mypertalminal.id, altalu melallui alplikalsi MyPertalminal dengaln 
calral mendalftalrkaln terlebih dalhulu kemudialn pilih menu subsidi tepalt, setelalh malsuk 
dallalm menu subsidi tepalt alkaln dialralhkaln menuju 
lalmaln..website .https://subsiditepalt.mypertalminal.id. 

Palral kepallal.daleralh telalh mendalpaltkaln alralhaln dalri Presiden balhwal halrgal 
minyalk dunial sudalh jaluh dialtals baltals perkiralaln. Misallnyal negalral di lualr Indonesial 
halrgal minyalknyal sudalh dialtals Rp.20.000/.liter daln Indonesial malsih aldal yalng 
dibalwalh Rp.10.000/.liter. Polal subsidi balnyalk yalng sallalh salsalraln dimalnal pihalk yalng 
semestinyal malmpu membeli talnpal subsidi tetalp mendalpalt subsidi. Jikal subsidi tepalt 
salsalraln malkal mengentalskaln kemiskinaln. Sesulit alpalpun sosiallisalsi progralm ini, alkaln 
lebih sulit jikal terjaldi kebobolaln subsidi yalng jumlalhnyal tidalk sedikit. PT. Pertalminal 
(Persero) meralsal perlu balntualn dallalm melalkukaln sosiallisalsi kalrenal sesempurnalnyal 
alplikalsi MyPertalminal aljikal tidalk disosiallisalsikaln malkal alkaln sial-sial. Oleh sebalb itu 
diperlukaln sinergi bersalmal.Orgalnisalsi Peralngkalt Daleralh.(OPD) terkalit, algalr 
pendistribusialn subsidi Balhaln Balkalr Minyalk (BBM) lebih tepalt salsalraln.28 

 

4. Kesimpulan 

Sistem Pembelialn Balhaln Balkalr Minyalk (BBM) melallui alplikalsi MyPertalminal 
ditinjalu dallalm Good Corporalte Governalnce malsih menyimpaln sejumlalh permalsallalhaln. 
Permalsallalhaln terlihalt dengaln munculnyal alplikalsi MyPertalminal yalng dimiliki PT. 
Pertalminal (Persero) yalng mengindikalsikaln peneralpaln Good Corporalte Governalnce yalng 
belum efektif dallalm permalsallalhaln sistem penggunalaln alplikalsi MyPertalminal 
terkendallal dengaln sulitnyal merumuskaln kriterial konsumen yalng berhalk membeli 
Balhaln Balkalr Minyalk (BBM)..bersubsidi, yalitu pertallite daln solalr dengaln halrgal subsidi, 
penggunalaln alplikalsi MyPertalminal dalri kallalngaln malsyalralkalt yalng sudalh berumur, 
galgalp teknologi, hinggal malsyalralkalt yalng tinggall di pedallalmaln daln jaluh dalri 
jalngkalualn internet balkall kesulitaln meneralpkaln kebijalkaln ini. Paldalhall merekal 
termalsuk pihalk yalng berhalk menerimal BBM bersubsidi Sehinggal berdalmpalk paldal 
pengelolalaln terlalksalnalnyal sistem pembelialn BBM melallui alplikalsi MyPertalminal yalng 
tidalk terlalksalnal dengaln balik. 

Peraln Pemerintalh mewujudkaln Good Corporalte Governalnce dallalm sistem 
pembelialn BBM melallui alplikalsi MyPertalminal terlihalt belum terimplementalsi secalral 
optimall, daln terbukti dengaln kekecewalaln malsyalralkalt yalng mempertalnyalkaln 
persoallaln palyung hukum dallalm penggunalaln alplikalsi MyPertalminal aldallalh sualtu 
kewaljibaln, dimalnal informalsi yalng terdalpalt di setialp SPBU terdalpalt informalsi 
penggunal BBM diwaljibkaln mendalftalr paldal lalmaln subsidi tepalt altalu melallui alplikalsi 
MyPertalminal. Kebijalkaln altalu peralturaln perundalng-undalngaln balik secalral umum altalu 
khusus menyalngkut kewaljibaln penggunalaln alplikalsi MyPertalminal dallalm sistem 
pembelialn BBM tidalk dialtur sejalral jelals daln alkuralt. 

 

                                                         
28

.https://setda.kulonprogokab.go.id/detil/900/sosialisasi-aplikasi-mypertamina-pt-pertamina-patra-
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